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ABSTRAK 

Dwi Yuni Indah Wulandari 

NIM. 1717303016 

 

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA, FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI 

PURWOKERTO 

 

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 merupakan program Pemerintah Daerah 

untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni guna tercapainya 

kesejahteraan sosial. Mengingat Kabupaten Purbalingga memiliki problematika 

kesejahteraan sosial penduduk yang belum sepenuhnya teratasi. Tercatat bahwa 

Kabupaten Purbalingga menempati urutan lima dengan angka kemiskinan 

tertinggi di Jawa Tengah dan rengking pertama di Eks-Keresidenan Banyumas.  

Sehubung dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan program 

rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan menggunakan prespektif maslahah 

sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupkan jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan datanya 

menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan 

analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi 

rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 telah berjalan 

sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Hal 

ini berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi yang berjalan dengan baik dan 

transparan antara badan pelaksana dengan masyarakat, ketersediaan sumber daya 

yang telah secara optimal menunjang pelaksanaan, disposisi pelaksana dan 

struktur birokrasi telah sesuai prosedur operasional sehingga pelaksanaan 

implementasi program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan 

tugas. Kemudian kemaslahatan dan kebaikan yang terkandung pada program ini 

telah dirasakan oleh masyarakat penerima di Kabupaten Purbalingga sesuai 

dengan ajaran Islam terkait peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan yang 

baik sehingga menjadi terpenuhinya mas}lah}ah d{aru>riyyah. 
 

Kata Kunci: Peraturan Bupati, Program Rehabilitasi Rumah, Maslahah. 
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MOTTO 

 

“Bermimpilah setinggi-tingginya dan gapai mimpi itu” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa| S| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H{ H{ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy Es dan ye ش

 S{ad S{ Er (dengan titik di ص

bawah) 

 D{ad D{ De (dengan titik di ض

bawah) 

 T{a’ T{ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Z{a Z{ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ...’... Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Sunnatulla>h سنةالله

C. Ta’ Marbu>tah Di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis H 

 Ditulis al-Syari>‘ah الشريعة

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

D. Vokal Pendek 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fath{ah Fath{ah A 

  ِ  Kasrah Kasrah I 

  ِ  D{amah D{amah U 

E. Vokal Panjang 

1. Fath{ah + alif Ditulis A> 

 Ditulis H{a>jiyyah حاجية

2. Kasrah + ya’ mati Ditulis I> 

 <Ditulis Al-Sy>afi’i الشافعي 

3. D{ammah + waw mati Ditulis U> 

 Ditulis D{aru>riyyah ضرورية

 

 



 
 

x 

 

 

F. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-‘Aql العقل

 Ditulis al-Ma>l المال

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya. 

 Ditulis al-Di>n الدّين

 Ditulis al-Nafs النفس

 

G. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

صلحة مرسلة م  Ditulis Mas{lah{ah mursalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara tentu memiliki tujuan untuk menyejahterakan tiap-tiap 

penduduknya, baik kesejahteraan dalam bidang politik, ekonomi, budaya 

maupun kesejahteraan sosial guna penghidupan yang layak. Seperti halnya 

Negara Indonesia yang memiliki cita-cita perjuangan kemerdekaan yang 

tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea 

keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”. Indonesia sendiri didesain 

sebagai negara kesejahteraan, hal tersebut tertuang dalam beberapa pasal 

UUD Tahun 1945 yang mencerminkan nilai dasar dari negara 

kesejahteraan, yaitu pada Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pada Pasal 

28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya”, serta terdapat pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33 

dan pada Pasal 34.1 Dengan demikian, terciptanya kesejahteraan penduduk 

menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam  pembangunan nasional 

yang lebih baik dan signifikan. 

 
1  Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfture State)”, Jurnal 

Sospol, vol. 2, no. 1 (2016), hlm. 103-104. 
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Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka 

mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial yang memadai. Hal ini tertera 

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. Pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara 

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. Yang kemudian diubah dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Pada Undang-

Undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan 

dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan 

nilai Pancasila. Terbukti pada tahun 2019, tingkat kesejahteraan Indonesia 

berhasil masuk pada jajaran lima besar indeks kesejahteraan global. Angka 

ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Indonesia berada pada 

urutan ke-14.2  

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ditujukan 

untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar mampu meningkatkan 

kualitas serta standar kehidupan yang layak, meliputi sandang, pangan dan 

papan. Berbicara mengenai kebutuhan papan, memiliki rumah layak huni 

merupakan hak setiap masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu 

 
2 Nurmayanti, “Tingkat Kesejahteraan Rakyat RI Masuk 5 Besar Indeks Global”, 

www.liputan6.com, diakses pada 19 Maret 2021. 

http://www.liputan6.com/
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kehidupan dan penghidupan yang baik. 3  Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT Q.S an-Nahl (16) ayat 80: 

هُ نُْ ُوَاللّٰ فُّوْنََاَُُب هي هوُْتِّكهمُْسَكَنًاُوَّجَعَلَُلَكهمُْمِّّنُْجهلهوْدُِّالْْنَ ُُْجَعَلَُلَكهمُْمِّّ ُب هي هوْتًًُتَسْتَخِّ عَامِّ  
يْنُُاثَََثًَوَّمَتَاعًااِّلُُٰوَمِّنُْاَصْوَافِّهَاوَاوَْبََرِّهَاوَاشَْعَارِّهَاُ ُيَ وْمَُظعَْنِّكهمُْوَيَ وْمَُاِّقاَمَتِّكهمُْ  حِّ  

“Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia 

menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah 

(kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu 

kamu berpergian dan bermukim dan (Dijadikan-Nya pula) dari bulu 

domba, bulu unta dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta 

kesenangan sampai waktu (tertentu)”.4 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan 

kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-Nya berupa kenikmatan dalam 

tempat tinggal mereka. Tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah yang 

mendatangkan ketenangan dan ketentraman, bukan rumah yang 

mendatangkan pertengkaran atau perselisihan. 

Rumah layak huni adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya 

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan menimum luas 

bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, 

serasi dan teratur merupakaan lingkungan yang memenuhi persyaratan 

penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah 

dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungan. 5  Dengan demikian, 

terpenuhinya syarat rumah yang layak huni tersebut mampu membuat 

suatu keluarga menjadi lebih aman dan nyaman. Namun, untuk 

 
3 Lusia Efaliani, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”, skripsi 

(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 2. 
4  Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 384. 
5 Urip Santoso, Hukum Perumahan (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3. 
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mewujudkan hal tersebut masih terkendala dengan kondisi di lapangan 

yang kurang memadai.  

Kabupaten Purbalingga memiliki problematika kesejahteraan sosial 

penduduk yang belum sepenuhnya teratasi. Kabupaten Purbalingga 

menempati urutan lima dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah 

dan rengking pertama di Eks-Keresidenan Banyumas.6 Tercatat presentase 

tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga cukup tinggi, yaitu pada tahun 

2017 sebanyak 18,80%, tahun 2018 sebanyak 15,62% dan pada tahun 2019 

sebanyak 15,03%. 7  Dalam rangka kepedulian pemerintah terhadap 

keluarga miskin dan untuk mengimplementasikan Pasal 22 ayat (1) huruf b 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi “Program 

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni”, maka ditetapkanlah Peraturan 

Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial 

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2019.  

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Purbalingga sendiri terdiri dari 18 

kecamatan, yaitu kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, 

Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, 

Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, 

Kertanegara, Karangmoncol dan Rembang serta terdapat 239 desa dari 18 

kecamatan tersebut. Dalam Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2019 wilayah 

 
6 Yandip Prov Jateng, “2020, Purbalingga Masih Komitmen Atasi Kemiskinan”, 

jatengprov.go.id, diakses pada 10 Agustus 2021. 
7 Sumber BPS Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 10 Agustus 2021. 
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Kabupaten Purbalingga dibagi menjadi tiga zona kemiskinan, yaitu zona 

merah (miskin tinggi) sebanyak 49 desa atau kelurahan, zona kuning 

(miskin sedang) sebanyak 68 desa atau kelurahan dan zona hijau (miskin 

rendah) sebanyak 122 desa atau kelurahan.8 

Islam bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada 

kebahagiaan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, Islam sangat 

memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun 

akhirat. Dengan kata lain, Islam mengharapkan umat manusia untuk 

memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. 9  Adanya program 

rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga begitu 

berpengaruh terhadap kesejahteraan para penerima dalam kebutuhan 

papan, sehingga problematika pada rumah tidak layak huni akan 

terselesaikan. 

Pemahaman terkait Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak 

Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dalam penelitian ini 

menggunakan prespektif maslahah sebagai pisau analisis terhadap 

implementasi peran masyarakat yang turut serta dalam merealisasikan 

program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Konsep maslahah dalam 

program rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga memang sangat diperlukan guna menyelesaikan problematika-

problematika yang ada. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti 

 
8 Sumber BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 7 Mei 2021. 
9 Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, Jurnal Equilibrium, vol. 3, no. 2 

(2015), hlm. 388.  
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perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.10 Adapun 

secara istilah, maslahah berarti mendatangkan segala bentuk kemanfaatan 

atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat dalam hal ini 

adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha 

yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan 

manfaat tersebut. Sedangkan kerusakan merupakan keseluruhan akibat 

yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya 

dengan kerusakan tersebut.11  

Peneliti telah melakukan observasi pendahuluan dengan melakukan 

wawancara langsung bersama Bapak Heru Budi H. selaku Kepala Bidang 

Perumahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman (DINRUMKIM). Dalam 

wawancara langsung tesebut, beliau mengatakan bahwa program 

rehabilitasi rumah tidak layak huni ini dilaksanakan setiap tahun dan 

sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Diketahui bahwa dengan banyaknya jumlah keluarga yang 

menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten 

Purbalingga belum seimbang dengan keterbatasan anggaran yang ada.12 

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa masih banyaknya 

masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang belum bisa memenuhi 

kebutuhan dasar berupa kebutuhan papan dan belum seimbangnya 

anggaran pemerintah dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. 

 
10 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345. 
11 Rizal Fahlefi, “Implementasi Mas}lah}ah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, Jurnal Ilmu 

Syari’ah, vol. 14, no. 2 (2015), hlm. 226. 
12  Hasil wawancara langsung dengan Bapak Heru Budi H (Ketua Bidang Perumahan di 

DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga), pada hari Rabu, 05 Mei 2021. 
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Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut kedalam sebuah 

penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM 

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 

TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH”. 

 

B. Definisi Operasional 

1. Implementasi 

Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan 

mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan 

baik atau tidak, kemudian akan dinilai apakah peraturan tersebut harus 

ada evaluasi atau tidak.13 Yang dimaksud implementasi dalam penelitian 

ini yaitu mengenai penerapan atau pelaksanaan program rehabilitasi 

rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Purbalingga No. 47 Tahun 2019. 

2. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 

Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati Purbalingga, Dyah 

Hayuning Pratiwi tepatnya pada tanggal 15 April 2019. Hal ini bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi 

keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga. 

 

 

 
13  Diding Rahma, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, Jurnal Unifikasi, vol. 04, no. 01 (2017), hlm. 37.  
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3. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud adalah 

kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni yang dananya berasal dari 

sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2019 dan dapat dibantu dengan swadaya masyarakat 

untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni. 

4. Maslahah 

Maslahah berarti segala sesuatu yang mengandung manfaat baik 

untuk memperoleh kemanfaatan dan kebaikan, serta untuk menolak 

kemudharatan.14 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni 

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 

2019? 

2. Bagaimana tinjauan maslahah terkait program rehabilitasi rumah tidak 

layak huni di Kabupaten Purbalingga? 

 

 

 

 

 

 
14 Salma, “Mas}lah}ah dalam Perspektif Hukum Islam”, https://media.neliti.com, diakses pada 

10 Agustus 2021. 

https://media.neliti.com/
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi rumah tidak 

layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 

47 Tahun 2019. 

b. Untuk mengetahui tinjauan maslahah terkait program rehabilitasi 

rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

memberikan konstribusi keilmuan khususnya pada bidang ilmu 

hukum terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni 

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 

Tahun 2019 prespektif maslahah. 

2) Diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya untuk kemudian dikembangkan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Akademisi 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan untuk menunjang penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan kepada instansi-instansi yang terkait guna 

memaksimalkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di 

Kabupaten Purbalingga agar program tersebut terlaksana sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3) Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pengetahuan tentang program 

rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati 

Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. 

 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang sudah penulis lakukan, 

terdapat beberapa karya yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut 

beberapa diantaranya: 

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 

Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang Tahun 2013”, oleh 

Nurhayatul Jannah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah evaluasi program Rehabilitasi Sosial 

Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Serang tahun 2013 

berjalan cukup baik, namun belum maksimal karena tidak sesuai dengan 

pedoman RS-RTLH yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial Republik 

Indonesia. Terjadi penguluran waktu renovasi rumah karena faktor 
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eksternal di lapangan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak pelaksana RS-RTLH.15 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 

Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di 

Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara”, oleh Lusia Efaliani 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Kesimpulan dari skripsi ini 

adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Batur 

Kabupaten Banjarnegara dengan cara pendataan calon penerima bantuan 

berdasarkan BDT dan survey lokasi, pembuatan proposal untuk 

mencairkan dana dan aperatur desa mengawasi pelaksanaannya. Adapun 

problem dari program bantuan rumah tidak layak huni ini adalah dalam 

pendataan calon penerima bantuan yang tidak relevan.16 

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak 

Pemenuhan Kesehatan Lingkungan”, oleh Eleonora Michelle Fransisckho 

Soloty. Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa pembangunan sebuah rumah 

harus didasari dari sebuah regulasi atau peraturan yang sesuai dengan 

standar kesehatan. Pemerintah sendiri telah berupaya mengeluarkan 

Undang-Undang tentang perumahan untuk melindungi hak masyarakat. 

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab 

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan 

 
15 Nurhayatul Jannah, “Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di 

Kabupaten Serang Tahun 2013”, skripsi (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), hlm. 

103. 
16 Lusia Efaliani, “Implementasi Peraturan”: 125. 
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dan kawasan permukiman agar masyarakat mempunyai tempat tinggal 

yang layak huni dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat dan 

aman.17 

Berikut tabel persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan 

penelitian yang lain: 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Nurhayatul 

Jannah 

mahasiswa 

Universitas 

Sultan Ageng 

Tirtayasa 

Evaluasi 

Rehabilitasi 

Sosial Rumah 

Tidak Layak 

Huni (RS-

RTLH) di 

Kabupaten 

Serang Tahun 

2013 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

rehabilitasi 

rumah tidak 

layak huni 

 

Dalam skripsi 

yang ditulis oleh 

Nurhayatul 

Jannah 

membahas 

terkait evaluasi 

rehabilitasi 

sosial rumah 

tidak layak huni. 

Sedangkan 

skripsi ini 

membahas 

tentang 

implementasi 

program 

 
17  Eleonora Michelle Fransiskho Soloty, “Tinjauan Yuridis atas Perumahan yang Layak 

Pemenuhan Kesehatan Lingkungan”, Jurnal Lex Et Societatis, vol. VII, no. 2 (2019), hlm. 186-

187. 
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rehabilitasi 

rumah tidak 

layak huni 

ditinjau dari 

prespektif 

maslahah 

2. Lusia Efaliani 

mahasiswa 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Implementasi 

Peraturan 

Daerah 

Nomor 25 

Tahun 2017 

tentang 

Bantuan 

Perbaikan 

Rumah Tidak 

Layak Huni di 

Kecamatan 

Batur 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

rehabilitasi 

rumah tidak 

layak huni 

Dalam skripsi 

yang ditulis oleh 

Lusia Efaliani 

menjelaskan 

tentang 

implementasi 

bantuan 

perbaikan 

rumah tidak 

layak huni 

dengan cara 

pendataan calon 

penerima 

bantuan 

berdasarkan 

BDT dan survey 

lokasi, 
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pembuatan 

proposal untuk 

mencairkan 

dana dan 

aperatur desa 

mengawasi 

pelaksanaannya. 

Sedangkan 

skripsi ini 

menjelaskan 

terkait 

implementasi 

program 

rehabilitasi 

rumah tidak 

layak huni 

perspektif 

maslahah 

3. Eleonora 

Michelle 

Fransisckho 

Soloty 

Implementasi 

Tinjauan 

Yuridis atas 

Perumahan 

yang Layak 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pentingnya 

rumah layak 

Dalam jurnal 

yang ditulis oleh 

Eleonora 

Michelle 

Fransisckho 
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Pemenuhan 

Kesehatan 

Lingkungan 

Kabupaten 

Banjarnegara 

huni Soloty 

membahas 

terkait tinjauan 

yuridis 

pembangunan 

sebuah rumah 

yang didasari 

sesuai standar 

kesehatan. 

Sedangkan 

skripsi ini 

membahas 

tentang 

implementasi 

program 

rehabilitasi 

rumah tidak 

layak huni 

ditinjau dari 

prespektif 

maslahah 

Tabel 1 Kajian Pustaka 
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F. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini 

terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut: 

BAB I merupakan Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang 

masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan Landasan Teori, pada bab ini penulis akan 

memaparkan mengenai konsep implementasi kebijakan publik dan konsep 

maslahah. 

BAB III merupakan Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan 

memaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini 

penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Kabupaten 

Purbalingga, implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di 

Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten 

Purbalingga No. 47 Tahun 2019 serta ditinjau dari perspektif maslahah. 

BAB V merupakan Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan 

berisi saran-saran dari penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya serta analisis 

mengenai implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni maka 

penulis dapat menarik kesimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program 

rehabilitasi rumah tidak layak huni telah berjalan sesuai dengan 

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Hal ini 

merupakan hasil penilaian peneliti berdasarkan teori implementasi 

kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III meliputi 

komunikasi yang telah berjalan dengan baik dan transparan antara 

badan pelaksana dengan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia 

meliputi badan pelaksana yang telah secara optimal menyelenggarakan 

program serta sumber daya finansial yang telah menunjang 

terlaksananya program sesuai kebijakan yang berlaku, disposisi atau 

sikap badan pelaksana telah dengan berbagai upaya menyelenggarakan 

program untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten 

Purbalingga dengan sesuai kebijakan yang berlaku dan terkait struktur 

birokrasi telah sesuai prosedur operasional sehingga pelaksanaan 

implementasi program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi 

ketimpangan tugas. Tetapi masih ditemukan beberapa kendala. 
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2. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 

2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi 

Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 telah 

memenuhi syarat-syarat yang dijadikan sebagai penetapan hukum 

berdasarkan syarat-syarat mas}lah}ah mursalah yang dikemukakan oleh 

Abdul Wahhab Khallaf. Syarat-syarat tersebut akan membawa kepada 

kemaslahatan dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat 

Kabupaten Purbalingga. Adapun syarat tersebut meliputi kemanfaatan 

program yang telah dirasakan oleh masyarakat penerima di Kabupaten 

Purbalingga, program rehabilitasi rumah tidak layak huni mengandung 

manfaat dan kebaikan didalamnya terhadap kehidupan masyarakat di 

Kabupaten Purbalingga serta program tersebut sesuai dengan ajaran 

Islam terkait peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan yang baik 

sehingga menjadi terpenuhinya  mas}lah}ah d{aru>riyyah. 

 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan untuk lebih 

intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka 

membangun pemahaman terhadap kebijakan program rehabilitasi 

rumah tidak layak huni. Kemudian terkait dana bantuan yang diberikan 

diharapkan lebih dipertimbangkan dan dikaji ulang, mengingat bahan 

material perbaikan rumah serta ongkos tenaga kerja harus dipenuhi 

dengan biaya yang tidak sedikit. 
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2. Kepada masyarakat penerima agar lebih menaati kebijakan yang 

berlaku terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten 

Purbalingga agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan 

yang ingin dicapai. 

3. Kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga diharapkan lebih 

meningkatkan partisipasinya dalam berkontribusi pada pelaksanaan 

program rehabilitasi rumah tidak layak huni. 
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